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ABSTRAK 
Mierdha (B111 11 437), Tinjauan Hukum Internasional Terhadap 
Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Studi Kasus Etnis Kurdi 
di Suriah, di bawah bimbingan SM. Noor sebagai pembimbing I dan Iin 
Karita Sakharina sebagai pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap 
etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam hukum internasional dan 
untuk mengetahui status berkewarganegaraan etnis Kurdi menurut 
Konvensi 1954 tentang Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan dan 
Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan.  
Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta yaitu pada Kantor Kementrian 
Luar Negeri Republik Indonesia dan di Makassar yaitu pada Perpustakaan 
Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS. 
Penulis melakukan penelusuran literatur yang diperoleh melalui 
kepustakaan yang relevan seperti dokumen-dokumen, jurnal serta 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. 
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan 
( Library Research).  
Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa telah 
banyak instrumen hukum internasional yang di upayakan PBB untuk 
penegakan dan perlindungan terhadap HAM terutama hak untuk 
berkewarganegaraan baik perseorangan maupun kelompok tanpa 
diskriminasi ras maupun etnis. Selain itu bagi kelompok etnis kurdi yang 
saat ini berstatus stateless, hukum internasional memberikan mereka 
perlindungan dengan di keluarkannya konvensi 1954 yang memuat hak-hak 
bagi stateless person yang seharusnya diberikan dan konvensi 1961 yang 
mengatur larangan pencabutan kewarganegaraan secara diskriminatif 
maupun kewajiban terhadap negara untuk memberikan kewarganegaraan 
bagi anak-anak yang lahir di negara nya.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
  Kewarganegaraan merupakan suatu persoalan pokok yang 
mendasar tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah 
negara dimana pada setiap negara itu memiliki aturan hukum masing-
masing. Sehingga penting bagi seseorang untuk memiliki status 
kewarganegaraan agar dapat memperoleh kepastian tentang aturan 
hukum dari negara mana yang harus diikuti. Terhadap seseorang 
yang tidak memiliki status kewarganegaraan atau stateless person 
maka akan sulit bagi mereka untuk memperoleh hak-haknya dan 
menjalankan kewajibannya sebagaimana warganegara pada 
umumnya karena ketidakjelasan status hukumnya.  
  Hak berkewarganegaraan merupakan salah satu hak 
fundamental yang diatur didalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi 
Manusia (Universal Declaration of Human Rights).1 Pengakuan 
terhadap hak berkewarganegaraan ini juga terdapat didalam 
beberapa konvensi lainnya seperti Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik 
(International Convenant on Civil and Political Rights) 1966,2 Konvensi 
yang berhubungan dengan Status Orang-orang tanpa 
                                                          
1 Lihat pasal 2 DUHAM. 
2 Lihat Pasal 24 ayat 3.  
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Kewarganegaraan (Convention Relating to The Status of Stateless 
Persons) 1954 yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak dasar 
stateless persons, serta Konvensi tentang Pengurangan Keadaan 
Tanpa Kewarganegaraan (Convention on The Reduction of 
statelessness) 1961 yang memuat tentang usaha-usaha yang harus 
dilakukan negara untuk mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan 
atau statelessness. 
  Meskipun telah diatur di dalam beberapa konvensi 
internasional namun menurut United Nations High Commissioner for 
Refugee (untuk selanjutnya disingkat UNHCR) masih terdapat kurang 
lebih dua belas juta orang yang berstatus stateless person.3 Stateless 
person menurut Pasal 1 Konvensi yang Berhubungan dengan Status 
Orang-orang Tanpa kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak 
dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun menurut 
berlakunya hukum. Sehingga stateless persons termasuk dalam 
kategori kelompok yang rentan mengalami pelanggaran HAM. 
Stateless Persons juga hidup dalam zona hukum abu-abu karena 
tidak mendapatkan perlindungan dari negara manapun. Stateless 
persons sulit untuk tinggal secara legal, melakukan perjalanan keluar 
                                                          
3 United Nation High Commissioner for Refugee, Who is Stateless and Where?, diakses 
dari http://www.unhcr.org/pages/49c3646c15e.html, ( Pada tanggal 26 Maret 2015 ) 
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negeri, bekerja maupun memperoleh layanan pendidikan dan 
kesehatan.  
  Meskipun telah berbagai upaya dilakukan oleh PBB untuk 
melindungi stateless persons namun hingga saat ini masih banyak 
terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap stateless persons 
diberbagai belahan dunia. Penyebab seseorang menjadi stateless pun 
bermacam-macam misalnya suksesi negara, pencabutan 
kewarganegaraan secara sepihak oleh pemerintah terhadap individu 
atau kelompok tertentu, pelepasan kewarganegaraan secara sukarela 
oleh seorang warga negara sebelum memperoleh kewarganegaraan 
lain terlebih dahulu, kelalaian mendaftarkan kelahiran anak ketika lahir 
sehingga anak tersebut tidak dapat membuktikan hak 
kewarganegaraannya, serta lahir dari orang tua yang berstatus 
stateless person.  
  Selain itu, statelessness atau keadaan tanpa 
kewarganegaraan sering juga berhubungan dengan diskriminasi 
rasial atau pertimbangan etnis.4 Etnis minoritas sering dikucilkan dari 
status kewarganegaraan dan kadang-kadang mengalami perbedaan 
dalam pemberlakuan suatu ketentuan hukum. Kalangan etnis 
minoritas yang dahulu hidup secara nomaden diwilayah perbatasan 
                                                          
4 Isharyanto, Mereka yang Tidak Memepunyai Kewarganegaraan, diakses dari 
http://hukum.kompasiana.com/2013/05/24/mereka-yang-tidak-mempunyai-kewarganegaraan-
562736.html , ( Pada tanggal 27 Maret 2015 ).  
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suatu negara, menyebabkan mereka dicap sebagai orang asing dan 
tidak diakui sebagai warganegara di manapun. Kalangan minoritas 
juga memperoleh hambatan dalam mengurus akte kelahiran atau 
dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam persyaratan 
permohonan kewarganegaraan.5 
  Middle East atau Timur Tengah menjadi salah satu kawasan 
yang rawan akan konflik karena keanekaragaman etnis atau sukunya. 
Etnis atau Suku adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan 
dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, 
terutama bahasa. Kelompok etnis tidak hanya ditentukan oleh wilayah 
yang didudukinya, tetapi ciri utama yang penting dari suatu kelompok 
etnis adalah kemampuan untuk berbagi sifat budaya yang sama.6 
  Etnis Kurdi merupakan salah satu dari banyaknya etnis 
minoritas yang tersebar di berbagai belahan dunia seperti etnis Nubia 
di Kenya dan etnis Rohingnya di Myanmar. Etnis Kurdi merupakan 
etnis yang mendiami daerah Kurdistan7 yang terletak pada 
pegunungan di perbatasan Iran, Irak, Turki dan suriah. Etnis Kurdi 
telah mendiami daerah tersebut diperkirakan kurang lebih sejak 8000 
tahun yang lalu.8 Etnis Kurdi juga diperkirakan berjumlah ±30 juta jiwa 
                                                          
5 Ibid. 
6 Fredrik Barth,Kelompok-kelompok Etnis dan Batasannya, diterjemahkan oleh Nining I. 
Soesilo,Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1988, hal. 11. 
7 Kurdinistan adalah sebutan untuk daerah pemukiman Kurdi. 
8 Perjuangan etnis Kurdi untuk meraih Self Determination di daerah Kurdinistan diakses 
dari 
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dan merupakan etnis keempat terbesar di Timur Tengah setelah Arab, 
Persia, dan Turki. Secara tradisional etnis kurdi hidup secara 
nomaden atau berpindah-pindah dari daerah pegunungan Turki dan 
Iran ke dataran Mesopotamia sambil mengembala ternak dan bertani. 
Akan tetapi, di saat pasca-Perang Dunia I negara-negara menetapkan 
garis perbatasannya menyebabkan wilayah Kurdinistan menjadi 
terpecah. Karena itu etnis Kurdi mulai terdesak dan terpaksa 
meninggalkan pola hidup tradisionalnya dan berdiam diri di 
pemukiman–pemukiman.  
  Etnis Kurdi merupakan etnis Indo-Eropa yang berasal dari 
rumpun Persia. Meskipun masih berhubungan secara geneologis 
dengan Persia, tetapi orang-orang Kurdi menggunakan bahasa yang 
berbeda, yaitu bahasa Kurdi dan hampir seluruhnya beragama Islam 
Sunni dimana mereka memang memiliki perbedaan yang cukup 
mencolok dengan masyarakat Timur Tengah pada umumnya. Etnis 
Kurdi juga merupakan etnis terbesar di dunia yang tidak memiliki 
negara sendiri yang membuat mereka sering disebut sebagai bangsa 
terbesar tanpa negara.9 
  Selama bertahun-tahun daerah Timur Tengah khususnya 
daerah dataran Kurdinistan hampir tidak pernah sepi dari konflik. 
                                                          
http://www.academia.edu/4523028/Program_Studi_Hubungan_Internasional_Fakultas_Ilmu_So
sial_dan_Ilmu_Politik_Universitas_Brawijaya (Pada tanggal 12 februari 2015). 
9 Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005,Hal. 156-159. 
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Konflik yang muncul di daerah ini sebenarnya memiliki akar 
permasalahan yang sama. Perbedaan etnis yang cukup mencolok dan 
keinginan untuk mendirikan sebuah negara sendiri membuat konflik di 
wilayah kurdinistan menjadi konflik yang telah memakan banyak 
korban. Etnis Kurdi ingin diakui sebagai negara yang berdaulat dan 
memiliki hak untuk melakukan apapun. Namun disisi lain pemerintah 
Irak, Iran, Turki dan Suriah hanya memberikan satu opsi agar etnis 
Kurdi tersebut dapat terus bertahan di wilayah Kurdistan yaitu melalui 
asimilasi.10 Etnis Kurdi harus dapat membaur dengan masyarakat 
Timur Tengah lainnya dan tidak boleh memperlihatkan identitasnya 
sebagai etnis Kurdi.  
  Di Suriah, masyarakat Kurdi berjumlah antara 7-10% dari total 
populasi penduduk. Dan hingga saai ini diperkirakan lebih dari 
300.000 warga Kurdi ditolak mendapatkan kewarganegaraan sejak 
1960-an, menggambarkan bagaimana tekanan bagi warga Kurdi di 
Suriah.11 Bahkan tanah-tanah yang didiami masyarakat Kurdi disita 
dan dibagikan pada masyarakat Arab Suriah, dalam upaya 
menghapus keberadaan wilayah Kurdi.12 Menurut salah seorang 
pejabat PBB dan pelapor khusus PBB ke Suriah Olivier De Schutter, 
                                                          
10 Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas 
kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha 
mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. 
11 Adrianus Mandey, Kurdi Bangsa Tanpa Negara, diakses dari  
I/http://dunia.news.viva.co.id/news/read/550354-kurdi--bangsa-tanpa-negara ( Pada tanggal 12 
februari 2015). 
12 Ibid.  
7 
 
menyatakan bahwa Damaskus yang merupakan ibukota Suriah 
seharusnya mengkaji ulang penolakan kewarganegaraan sekitar 300 
ribu etnis Kurdi yang tinggal di negara itu. Menurutnya, etnis Kurdi 
tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, memiliki akses 
pelayanan publik yang terbatas dan menghadapi diskriminasi.13 
  Akibatnya etnis Kurdi khususnya di Suriah dapat 
dikategorikan sebagai kelompok rentan yaitu golongan orang-orang 
tanpa perlindungan yang mudah menerima perlakuan diskriminatif 
ataupun kekerasan. Walaupun telah ada instrumen internasional yang 
menjamin hak berkewarganegaraan serta perlindungan terhadap 
stateless persons. Namun permasalahan-permasalahan tersebut 
masih belum dapat dituntaskan sepenuhnya seperti masalah yang 
menimpa etnis Kurdi di Suriah yang tidak diakui kewarganegaraannya 
sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam 
permasalahan tersebut.  
 
 
 
 
 
                                                          
13 PBB desak Suriah perbaiki hak-hak etnis kurdi, Diakses dari 
http://www.voaindonesia.com/content/pbb-desak-suriah-perbaiki-hak-hak-etnis-kurdi-
102486289/83559.html (pada tanggal 12 februari 2015). 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, 
maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah perlindungan terhadap etnis yang tidak memiliki 
kewarganegaraan dalam Hukum Internasional ? 
2. Bagaimanakah status berkewarganegaraan etnis Kurdi menurut 
Konvensi 1954 tentang Status Orang-orang Tanpa 
Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan 
Keadaan Tanpa Kewarganegaraan  ?  
 
C. Tujuan Penulisan 
 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap etnis yang tidak 
memiliki kewarganegaraan dalam hukum Internasional. 
2. Untuk mengetahui status berkewarganegaraan etnis Kurdi 
menurut Konvensi 1954 tentang Status Orang-orang Tanpa 
Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan 
Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. 
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D. Manfaat Penulisan  
 Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut : 
1. Memberikan pengetahuan tentang perlindungan terhadap 
etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan khususnya etnis 
Kurdi dalam hukum Internasional. 
2. Memberikan pengetahuan tentang status 
berkewarganegaraan etnis Kurdi menurut Konvensi 1954 
tentang Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan dan 
Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa 
Kewarganegaraan. 
3. Sebagai salah satu referensi bagi rekan-rekan mahasiwa 
yang ingin mengadakan penelitian sejenis.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Etnis dan Minoritas  
 Di dunia terdapat berbagai jenis budaya dan kelompok etnis 
yang beragam. Hampir semua negara mempunyai kelompok 
minoritas dalam wilayah nasional mereka, yang ditandai oleh 
identitas etnis/suku, bangsa, bahasa, atau agama yang berbeda dari 
penduduk mayoritas. Hubungan yang harmonis antar kelompok-
kelompok tersebut serta penghormatan terhadap setiap identitas 
kelompok merupakan aset terbesar bagi keragaman etnis/suku dan 
keragaman budaya masyarakat global.  
 Pemenuhan aspirasi kelompok-kelompok bangsa, etnis/suku, 
agama, dan bahasa, serta penjaminan hak orang-orang yang 
termasuk dalam kelompok minoritas adalah pengakuan atas 
martabat dan persamaan dari setiap individu, yang meningkatkan 
pembangunan partisipatoris, dan karena itu memberikan 
sumbangan untuk mengurangi ketegangan antara kelompok-
kelompok dan individu-invidivu. Ini merupakan faktor utama yang 
menentukan stabilitas dan perdamaian.14 
                                                          
14 Hak Kelompok Minoritas (Lembar fakta No. 18 revisi 1) diakses dari 
http://www.elsam.or.id/pdf/LEMBAR%20FAKTA%2018%20HAK%20KELOMPOK%20MINORITAS.p
df (pada tanggal 17 Februari 2015) 
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 Namun tidak sedikit diantaranya menjadi kelompok-kelompok 
yang rentan menerima perlakuan diskriminatif di negara-negara 
tempatnya berada. Kelompok-kelompok inilah yang sering disebut 
sebagai kelompok minoritas dalam suatu negara. Dalam Deklarasi 
mengenai Hak-Hak Penduduk yang termasuk Kelompok Minoritas 
Berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama dan Bahasa 
(Declaration on The Rights of Persons Belonging to National or 
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities)1992, Kelompok Minoritas 
adalah orang-orang yang termasuk dalam bangsa atau etnis, agama 
dan bahasa minoritas.15 
 Minoritas seringkali dikaitkan dengan masalah jumlah. Suatu 
kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok minoritas apabila 
jumlah kelompok tersebut jauh lebih kecil dibandingkan jumlah 
kelompok lain di dalam suatu komunitas. Namun, dari sudut pandang 
ilmu sosial pengertian minoritas tidak selalu terkait dengan jumlah. 
Suatu kelompok akan dianggap kelompok minoritas apabila 
anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol dan pengaruh 
yang lemah terhadap kehidupannya sendiri dibanding anggota-
anggota kelompok lain. Sehingga bisa saja suatu kelompok secara 
jumlah anggota merupakan mayoritas tetapi dikatakan sebagai 
kelompok minoritas karena kekuasan, kontrol, dan pengaruh yang 
                                                          
15 Lihat Pasal 2 ayat (1) Declaration on the Rights of Personss Belonging to National or 
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 1992.  
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dimiliki lebih lemah di bandingkan kelompok lainnya yang jumlahnya 
lebih sedikit. Seperti kasus yang terjadi di Afrika Selatan  dengan 
politik Apertheid nya.16 Walaupun mayoritas penduduk Afrika berkulit 
hitam namun dalam kasus politik Apartheid ini mereka memiliki 
kekuasaan, kontrol dan pengaruh yang lemah terhadap 
kehidupannya sendiri.  
 
1. Pengertian Etnis 
 Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia 
menyebab adanya pengelompokan manusia dalam masyarakat. 
Istilah Etnis dan Ras sering sekali digunakan dalam pengelompokan 
manusia tersebut. Menurut Pasal 1 Ketentuan Umum RUU 
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Republik Indonesia, Ras 
adalah penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik seperti 
warna kulit, rambut, dan ukuran badan, sedangkan Etnis adalah 
penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, 
adat istiadat, norma, bahasa, agama, sejarah, geografis dan 
hubungan kekerabatan. 
 Maka berdasarkan definisi tersebut ras adalah perbedaaan 
antara manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Ciri 
utama pembeda antara ras dapat berupa ciri alamiah rambut pada 
                                                          
16 The History of Apartheid in Soulth Africa, diakses dari http://www-cs-
students.stanford.edu/~cale/cs201/apartheid.hist.html (pada tanggal 18 Februari 2015). 
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badan, warna alami rambut, kulit, iris mata, bentuk hidung serta bibir, 
bentuk kepala dan muka. Sedangkan pengelompokan etnis 
didasarkan pada adanya persamaan kebudayaan dalam kelompok 
masyarakat tersebut.  
 Menurut Fredrik Barth, istilah etnik menunjuk pada suatu 
kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul 
bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem 
nilai budayanya. Sedangkan menurut Narral mendefinisikan etnis 
adalah sejumlah orang atau penduduk yang memiliki ciri-ciri yaitu :  
a) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan 
b) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa 
kebersamaan dalam suatu bentuk budaya 
c) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri 
d) menentukan ciri kelompoknya yang diterima oleh dan dapat 
dibedakan dari kelompok lain.17 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17 Barth, Op.Cit.,hal 10-11 
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2. Pengaturan Etnis dalam Hukum Internasional 
 Menurut data hasil penelitian terbaru pada tahun 2010 
terdapat ±1276 kelompok etnis di 160 negara.18 Dari banyaknya 
jumlah etnis tersebut, beberapa etnis didalamnya merupakan etnis 
minoritas yang juga tersebar diberbagai negara. Nasib etnis 
minoritas tersebut tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran HAM. 
Salah satu contohnya ialah etnis Kurdi yang berada di Timur Tengah 
tepatnya di Iran, Irak, Turki, Suriah dan sebagian kecil Armenia. Etnis 
Kurdi yang tersebar di keempat negara tersebut kurang lebih hampir 
mendapatkan perlakuan yang sama.  
 Di Turki orang-orang Kurdi dilarang menggunakan bahasa 
Kurdi dan pakaian tradisional Kurdi di sekitar kota administratif. 
Sedangkan Iran menentang etnis Kurdi yang mayoritas beraliran 
Sunni. Di Suriah, masyarakat Kurdi berjumlah antara 7-10% dari total 
populasi penduduk. Diperkirakan sekitar lebih dari 300.000 warga 
Kurdi ditolak mendapatkan kewarganegaraan sejak 1960.19 
Sementara Irak menganggap etnis Kurdi sebagai kelompok 
pembangkang. Namun di Turki saat ini, keberadaan etnis Kurdi 
perlahan mulai dihargai.20  
                                                          
18 James D. Fearon, Ethnic Structure and Culture Diversity around the World: A Cross-
National Data Set on Ethnic Groups, diakses dari 
http//www.stanford.edu/group/ethnic/workingpapers/egroups.pdf, (pada tanggal 18 Februari 
2015). 
19 Adrianus, Op.Cit. 
20 Turki Mulai Hargai Keberadaan Etnis Kurdi, diakses dari 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/09/30/mtxyhm-turki-mulai-hargai-
keberadaan-etnis-kurdi ( Pada tanggal 18 Februari 2015). 
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 Khususnya di Suriah, penolakan kewarganegaraan terhadap 
etnis Kurdi yang tinggal di negara itu menyebabkan etnis Kurdi tidak 
bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, memiliki akses pelayanan 
publik yang terbatas dan menghadapi diskriminasi.21 
 PBB dalam rangka menghapuskan dan memerangi segala 
bentuk diskriminasi rasial dan memberikan perlindungan terhadap 
etnis telah mengeluarkan beberapa deklarasi dan konvensi 
internasional. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Ras (International Convention on The Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination)22 adalah sebuah instrumen hukum 
internasional yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi 
rasial.  Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Konvensi ini menyatakan bahwa:  
 “... the term "racial discrimination" shall mean any distinction, 
exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, 
or national or ethnic origin which has the purpose or effect of 
nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an 
equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the 
political, economic, social, cultural or any other field of public life.” 
 
 Konvensi ini lahir sebagai respon terhadap banyaknya insiden 
diskriminasi rasial di berbagai belahan dunia. Sebenarnya, isu 
mengenai penolakan atas diskriminasi rasial ini telah diangkat dalam 
suatu deklarasi yang telah dibentuk oleh negara-negara anggota 
PBB yaitu Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk 
                                                          
21 Voaindonesia, Op.Cit. 
22 Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum  PBB 2106 A (XX) 21 Desember 1965. 
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Diskriminasi Rasial (United Nation Declaration on The Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination) melalui resolusi 1904 (XVIII).  
Namun, karena sifat deklarasi hanyalah sebuah pernyataan politis 
yang tidak bersifat mengikat secara hukum, maka untuk 
menindaklanjuti deklarasi tersebut dirumuskanlah isu mengenai 
penolakan atas diskriminasi rasial tersebut kedalam suatu 
konvensi.23 
 Selain deklarasi dan konvensi tersebut, terdapat beberapa 
instrumen internasional lainnya yang juga mengatur tentang HAM 
dan perlindungan terhadap etnis, diantaranya adalah Konvensi 
mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida  
(Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of 
Genocide 1948)24 terdiri dari 9 pasal dan merupakan konvensi hak 
asasi manusia pertama yang disahkan PBB yang bertujuan untuk 
memproses hukum kejahatan hak asasi yang berat kapanpun 
setelah peristiwa kejahatan terjadi dan memfokuskan perhatian pada 
perlindungan minoritas nasional, ras, etnis, dan agama dari ancaman 
terhadap keberadaannya. Dalam Pasal 2 konvensi ini mengatur 
mengenai perbuatan apa saja yang termaksud genosida25 dan Pasal 
6 tentang keharusan untuk mengadili pelaku perbuatan genosida 
                                                          
23 Dyan, Sekilas Tentang Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial, diakses dari http://hamblogger.org/sekilas-tentang-konvensi-internasional-penghapusan-
segala-bentuk-diskriminasi-rasial/ ( pada tanggal 28 Februari 2015) 
24 Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260A (III) 09 Desember 1948. 
25 Lihat pasal 2 Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide. 
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baik melalui pengadilan di negara tempat terjadinya genosida 
maupun melalui semacam tribunal pidana internasional yang 
memiliki yurisdiksi.  
 Selain itu terdapat Deklarasi mengenai Hak-hak Penduduk 
yang termasuk Kelompok Minoritas Berdasarkan Kewarganegaraan, 
Etnis, Agama dan Bahasa (Declaration on The Rights of Persons 
Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities)26 
yang menyerukan tentang perlindungan terhadap hak-hak kaum 
minoritas dan peran negara dalam mengambil langkah-langkah yang 
dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kaum minoritas 
tersebut.27 Dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik (International Convenant on Civil and Political Rights)28, pada 
Pasal 27 yang mengatur tetang jaminan hak atas identitas nasional, 
etnis, agama, atau bahasa, dan hak untuk mempertahankan ciri-ciri 
yang ingin dipelihara dan dikembangkan oleh kelompok tersebut.  
 Dalam kovenan ini tidak ada ketentuan bagi negara-negara 
yang telah meratifikasi kovenan ini untuk menetapkan upaya-upaya 
khusus, akan tetapi konvenan ini mewajibkan negara-negara yang 
telah meratifikasi untuk menjamin bahwa semua individu dalam 
wilayah hukumnya dapat menikmati haknya. Ketentuan tersebut 
                                                          
26 Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 47/135 pada 18 Desember 1992  
27 Lihat Pasal 4 Declaration on the Rights of Personss Belonging to National or Ethnic, 
Religious and Linguistic Minorities. 
28 Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 220A (XXI) pada tanggal 16 Desember 
1966. 
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tidak membedakan perlakuan yang diberikan negara kepada 
kelompok minoritas yang diakui atau tidak. Sehingga ketentuan ini 
berlaku baik bagi kelompok minoritas yang diakui oleh suatu negara 
maupun kelompok minoritas yang tidak mendapat pengakuan resmi 
negara.29 
 
B. Kewarganegaraan  
 Kewarganegaraan merupakan status hukum yang diberikan 
oleh negara terhadap individu yang dianggap sebagai warga negara 
di negara dimana ia menerima status tersebut. Dalam Pasal 1 
Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban-
kewajiban Negara, disebutkan bahwa penduduk merupakan salah 
satu dari empat karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu negara 
untuk dapat dikatakan dan diakui sebagai negara.30 Penduduk 
merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin, 
tanpa memandang etnis, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang 
hidup dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politik 
diwujudkan dalam suatu kewarganegaraan.31 Unsur yang terpenting 
dalam pengertian ini bahwa kumpulan individu ini harus terorganisir 
dengan baik. Oleh karena itu, penduduk yang tidak mendiami suatu 
                                                          
29 Lembar fakta, Op.cit. 
30 Lihat pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.  
31 SM. Noor, Penduduk Tetap dan Wilayah Sebagai Unsur Berdirinya Negara, diakses dari 
http://www.negarahukum.com/hukum/penduduk-tetap-sebagai-unsur-berdirinya-negara.html 
(27 Februari 2015) 
19 
 
wilayah secara tetap dan selalu berpindah-pindah (nomaden) tidak 
dapat dikatakan sebagai penduduk atau rakyat.32  
 Suatu kelompok etnis memerlukan status kewarganegaraan 
untuk memberikan perlindungan terhadap anggota-anggota 
kelompoknya dan perlindungan hukum terhadap keberadaannya. 
Kelompok etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan sangat rentan 
menerima perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Seperti 
yang terjadi pada etnis Kurdi di Suriah. Akibat penolakan 
Kewarganegaraan yang diterima kelompok etnis tersebut, 
menyebabkan Kurdi menerima perlakuan diskriminatif seperti 
perampasan tanah, akses pelayanan publik terbatas, dan kesulitan 
untuk melakukan perjalanan keluar negri.  
 Masalah kewarganegaraan merupakan salah satu masalah 
yang cukup menjadi perhatian didunia. UNHCR memperkirakan 
bahwa setidaknya 12 juta orang adalah stateless diberbagai dunia. 
dan sebagian besar dari jumlah tersebut disebabkan bukan karena 
kesalahan mereka sendiri. Stateless persons dapat terjadi 
dikarenakan berbagai alasan seperti diskriminasi terhadap kelompok 
tertentu, pelepasan atau penolakan kewarganegaraan, pencabutan 
kewarganegaraan, suksesi negara atau lahir dari orang tua yang 
berstatus Stateless person.33 
                                                          
32 Ibid.  
33 Stateless Persons, diakses dari www.unhcr.org/pages/49c3646c155.html ,(pada tanggal 
27 Februari 2015)  
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1. Pengertian dan Teori Kewarganegaraan 
 Warga Negara adalah bagian dari penduduk suatu Negara. 
Seseorang dapat disebut sebagai warga negara apabila seseorang 
tersebut telah menerima status kewarganegaraan dari negara 
tempatnya berada. Kewarganegaraan merupakan ikatan hukum 
antara seseorang dengan negaranya. Status kewarganegaraan 
penting untuk memperoleh hak-hak asasi lainnya seperti pendidikan, 
kesehatan, pekerjaan dan kesetaraan di muka hukum. Hak 
berkewarganegaraan diatur dalam Pasal 15 DUHAM yang 
menyatakan bahwa : 
 
 “ Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.Tidak 
seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut 
kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti 
kewarganegaraannya”. 
 
 
 Seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan, memiliki 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku timbal-balik dengan 
negaranya. Selain itu pengertian kewarganegaraan juga dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu :  
 
a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosilogis 
 Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya 
ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau 
kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan 
hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, bahwa orang 
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tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. 
Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat 
pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. 
Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan 
adanya ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan 
perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, dan lain-lain. Dengan kata 
lain ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan. 
 
b. Kewarganegaran dalam arti formal dan material 
 Kewarganegaraan dalam arti formal merujuk pada tempat 
kewarganegaraan dalam sistematika hukum (Hukum Publik).Hal ini 
karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara semata-
mata bersifat publik. Kewarganegaraan dalam arti material menujuk 
pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan 
kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan seseorang 
sebagai warga negara akan berbeda dengan kedudukan seseorang 
sebagai orang asing. 
 Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang 
terdapat dilakukan dengan 2 yaitu dengan stelsel atau tata aturan 
yang mengikat kewarganegaraan. Dua stelsel tersebut sering adalah 
stelsel aktif dan stelsel pasif. Dalam stelsel aktif, seseorang harus 
melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk 
menjadi warga negara. Sedangkan dalam stelsel pasif, orang dapat 
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dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa 
melakukan perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu.34 
 Penerapan stelsel dalam menentukan kewarganegaraan 
menyebabkan munculnya hak opsi dan hak repudasi. Hak opsi 
adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran 
kewarganegaraan suatu negara. Sedangkan hak repudasi adalah 
hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu 
negara. Selain itu, terdapat juga asas-asas kewarganegaraan yang 
dapat menjadi pedoman  bagi suatu negara dalam hal pemberian 
status kewarganegaraan bagi seseorang. Asas-asas tersebut adalah 
asas kewarganegaraan dari segi kelahiran dan asas 
kewarganegaraan dari segi perkawinannya.35 
 Penentuan kewarganegaraan dari segi kelahiran dikenal 
dengan dua asas yaitu : 
a) Asas Ius Soli, adalah asas yang menyatakan bahwa 
kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana 
orang tersebut dilahirkan.  
b) Asas Ius Sanguinis, adalah asas yang menyatakan bahwa 
kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan 
keturunan atau  kewarganegaraan orangtua biasanya 
mengikuti kewarganegaraan ayahnya. 
                                                          
34 Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994, hal.2-4 
35 Ibid. Hal 3-4. 
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Sedangkan, penentuan kewarganegaraan dari segi perkawinan 
dikenal dengan dua asas yaitu : 
a) Asas Persamaan Hukum, yang didasarkan pada pandangan 
bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah 
sebagai inti dari masyarakat. Dalam asas ini status 
kewarganegaraan suami dan istri adalah satu atau sama. 
Pada umumnya dalam asas ini, pihak istri yang mengikuti 
kewarganegaraan suami. Sehingga menyebabkan beberapa 
orang berpendapatan bahwa asas ini bersifat diskriminatif 
terhadap kaum wanita. 
b) Asas Persamaan Derajat, didasarkan pada pandangan 
bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan 
status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki 
hak yang sama untuk menentukan sendiri 
kewarganegaraannya.  
 Dalam hal penentuan kewarganegaraan baik dari segi 
kelahiran maupun perkawinan tetap tidak terlepas dari beberapa 
masalah yang mungkin timbul seperti apatride maupun bipatride.36 
 Selain asas tersebut terdapat juga istilah naturalisasi. 
Naturalisasi adalah proses perubahan status penduduk asing 
menjadi warga negara di suatu negara. Dalam Kamus Besar Bahasa 
                                                          
36 Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. 
Sedangkan Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki dua kewarganegaraan.  
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Indonesia, pengertian Naturalisasi adalah pemerolehan 
kewarganegaraan bagi penduduk asing yang diperoleh setelah 
memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang undangan. Misalnya seseorang memperoleh status 
kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, 
atau dengan memilih/menolak status kewarganegaraan37. Dalam 
proses naturalisasi setiap negara memiliki sistem hukum yang 
berbeda-beda. Di Indonesia masalah kewarganegaraan saat ini 
diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006. Naturalisasi 
terbagi menjadi 2 yaitu naturalisasi istimewa dan naturalisasi biasa. 
Naturalisasi istimewa yaitu naturalisasi yang diberikan bagi mereka 
(warga asing) yang telah berjasa kepada Negara RI dengan 
pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat 
diminta oleh Negara RI. Sedangkan naturalisasi biasa, memiliki 
syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Sudah berumur 21 tahun. 
2. Lahir dalam wilayah Republik Indonesia atau pada waktu 
permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit- 
dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali 
selama 10 tahun tidak berturut- turut. 
                                                          
37 Anisa Khaerusani, Naturalisasi Diakses dari 
http://www.kompasiana.com/anisakhaerusani/naturalisasi_54f76eb5a3331134358b492d (Pada 
tanggal 07 Juni 2015) 
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3. Jika ia seorang laki-laki yang menikah, mendapat persetujuan 
istrinya. 
4. Cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar 
pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah 
dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan 
Republik Indonesia. 
5. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 
6. Membayar pada Kas Negara uang sejumlah antara 500 rupiah-
10.000 rupiah, bergantung kepada penghasilan setiap bulan. 
7. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh 
kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI38. 
 Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap kelompok etnis 
yang tidak memiliki kewarganegaraan, penggunaan asas 
kewarganegaraan dari segi perkawinan baik itu asas kesatuan 
hukum maupun asas persamaan derajat dapat mengurangi jumlah 
orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dalam asas 
persamaan derajat seorang suami atau istri yang tidak memiliki 
kewarganegaraan dapat memilih mengikuti kewarganegaraan 
pasangannya yang memiliki kewarganegaraan.  
 Sedangkan untuk asas kesatuan hukum pada umumnya 
kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sehingga 
                                                          
38 Ibid. 
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jika ditujukan untuk mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan 
maka hanya dapat diterapkan apabila istri yang tidak memiliki 
kewarganegaraan bukan suami. Karena apabila suami yang tidak 
memiliki kewarganegaraan maka berdasarkan asas ini istrinya dapat 
terancam kehilangan kewarganegaraannya.  
2. Stateless persons 
 Stateless person atau orang yang tidak berkewarganegaraan 
menurut Konvensi yang Berhubungan Status Orang-orang Tanpa 
Kewarganegaraan (Convention Relating to The Stateless persons)39 
yaitu : 
Pasal 1 Definisi istilah "orang tanpa kewarganegaraan" menyatakan 
bahwa : 
1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "orang tanpa 
kewarganegaraan" berarti orang yang tidak dianggap sebagai 
nasional dengan setiap Negara di bawah operasi hukumnya. 
2. Konvensi ini tidak berlaku: 
(i)  Untuk orang-orang yang pada saat sekarang sedang 
menerima dari organ-organ atau badan-badan PBB, 
selain Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
untuk perlindungan pengungsi atau bantuan 
sepanjang mereka sedang menerima perlindungan 
atau bantuan tersebut; 
(ii) Untuk orang-orang yang diakui oleh para penguasa 
yang berwenang dari Negara dimana mereka telah 
bertempat tinggal, sebagai mempunyai hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban, yang dilekatkan pada pemilikan 
kewarganegaraan dari Negara tersebut; 
(iii) Pada orang-orang, yang mengenainya ada alasan-
alasan gawat untuk menganggap bahwa : 
a) Mereka telah melakukan suatu kejahatan terhadap 
perdamaian, suatu kejahatan perang atau suatu 
                                                          
39 Diadopsi pada 28 September 1954 oleh Koferensi Duta Besar Berkuasa Penuh, 
diselenggarakan berdasarkan Resolusi Dewan Sosial dan Ekonomi 526A (XVII), 26 April 1954. 
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kejahatan kemanusiaan, seperti yang didefinikan 
dalam instrumen-instrumeninternasional yang 
disusun untuk membuat peraturan mengenai 
kejahatan-kejahatan tersebut; 
b) Mereka telah melakukan suatu kejahatan non-
politik yang berbahaya di luar negara tempat tinggal 
mereka sebelum masuk ke negara tersebut; 
c) Mereka telah bersalah karena melakukan 
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 
tujuan-tujuan dan asas-asas Perserikatan Bangsa-
Bangsa. 
 
Definisi tersebut pun telah diakui sebagai hukum kebiasaan 
internasional sehingga orang-orang yang memenuhi definisi sebagai 
Stateless persons tersebut memiliki hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tertentu yang diatur dalam konvensi ini.  
 Selain itu organ khusus PBB yang menangani masalah 
pengungsi dan Stateless persons yaitu UNHCR, juga memberikan 
penjelasan mengenai Stateless persons. Kebangsaan adalah ikatan 
hukum antara negara dan individu, dan stateless mengacu pada 
kondisi individu yang tidak dianggap sebagai seorang warga negara 
oleh negara manapun. Maka dari itu, UNHCR merumuskan 
pengertian Stateless persons atau orang-orang tanpa 
kewarganegaraan yaitu :  
“Person who either from birth or as result of subsequent changes in 
their country of origin are without citizenship.40 
 
                                                          
40 Achmad Romsan, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Bandung: Sanic Offset, 
2013, hal 33 
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 Menurut definisi tersebut, orang yang dikategorikan Stateless 
persons adalah setiap orang yang baik sejak lahir ataupun akibat 
perubahan yang terjadi dinegara asalnya menjadi tanpa 
kewarganegaraan. Sehingga berdasarkan hal tersebut penyebab 
seseorang dapat menjadi stateless adalah sejak lahir atau akibat 
perubahan di negara asalnya.  
 Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam sebuah 
negara yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang 
menjadi stateless adalah suksesi negara. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), suksesi berarti penggantian. Suksesi 
negara dapat didefinisikan sebagai penggantian negara. meskipun 
tidak ada definisi pasti tentang suksesi negara, namun suksesi 
negara disini dapat penulis gambarkan sebagai suatu keadaan 
dimana terjadi perubahan atau penggantian kedaulatan dalam suatu 
negara sehingga terjadi semacam perubahan terhadap negara 
tesebut baik sebagian maupun keseluruhan yang membawa akibat-
akibat hukum yang sangat kompleks.   
 Untuk menghindari seseorang kehilangan kewarganegaraan 
dalam peristiwa suksesi negara, Resulosi Majelis Umum Nomor 
55/153 mengenai  “Nationally of Natural Persons in Relation to the 
Succession of States” dalam Pasal 1 yaitu : 
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“Every individual who, on the date of the succession of states, had 
the nationality of the predecessor State, irrespective of the mode of 
acquisition of that nationality, has the right to the nationality at least 
one of the state concerned ” 
 
 Berdasarkan resolusi ini, maka setiap individu pada tanggal 
suksesi negara, yang memiliki kewarganegaraan dari negara 
pendahulunya, terlepas dari modus akuisisi kebangsaan itu, memiliki 
hak untuk kewarganegaraan setidaknya dari satu negara yang 
bersangkutan. Maksudnya orang yang bersangkutan dapat memilih 
kewarganegaraannya baik dari negara lama (predecessor state) 
atau negara pengganti (successor state). Hal ini untuk menghindari 
agar seseorang tidak kehilangan kewarganegaraan dan akan 
menjadi seorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (Stateless 
person). 
 Selain itu seseorang juga bisa menjadi stateless apabila 
orang tersebut merupakan anggota dari sebuah kelompok yang 
ditolak status kewarganegaraannya dinegara tempatnya tinggal. 
Salah satu upaya internasional dalam rangka mengurangi keadaan 
tanpa kewarganegaraan ini sudah ada yaitu melalui Konvensi 
mengenai Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan 1961. 
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3. Instrumen Hukum Internasional mengenai hak- hak 
Kewarganegaraan dan perlindungan Stateless persons   
 Setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan, 
Ketentuan ini diatur didalam Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Umum Hak 
Asasi Manusia. Instrumen internasional lainnya yang juga memuat 
hak berkewarganegaraan lainnya adalah Pasal 5 Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial (International Convention on The Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination), yang mewajibkan negara untuk menjamin 
hak setiap orang, salah satunya adalah hak atas kewarganegaraan 
(the right to nationality).41  
 Walaupun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
instrumen-instrumen tersebut merupakan perlindungan hak 
berkewarganegaraan terhadap individu, etnis sebagai suatu 
kelompok tetap mendapatkan perlindungan terhadap hak atas 
kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan kelompok etnis terdiri 
dari individu-individu yang mengelompokan diri dikarenakan asal 
usul budaya yang sama.  
 Setiap individu dalam suatu kelompok etnis memiliki hak atas 
kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan terhadap individu 
dalam kelompok etnis merupakan salah satu bentuk perlindungan 
terhadap etnis itu sendiri. Dengan adanya kewarganegaraan yang 
                                                          
41 Lihat pasal 5 D butir (3) 
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dimiliki individu, anggota kelompok etnis dapat menikmati hak-hak 
lain yang dijamin dalam peraturan negara dimana etnis tersebut 
berada.  
 Kewarganegaraan adalah hak asasi manusia dan landasan 
identitas, martabat, keadilan dan keamanan. Karena ketika 
seseorang tidak memiliki kewarganegaraan maka orang tersebut 
tidak memiliki perlindungan hukum atau hak untuk berpartisipasi 
dalam proses politik, tidak mendapat akses yang memadai untuk 
kesehatan dan pendidikan, prospek kerja yang buruk dan 
kemiskinan, pembatasan hak kekayaan sendiri, pembatasan 
perjalanan, pengucilan sosial, kerentanan terhadap perdagangan 
manusia, pelecehan dan kekerasan.42 
 Orang tanpa kewarganegaraan bisa ditemukan hampir 
disemua wilayah di dunia seperti Kurdi yang dihilangkan 
kewarganegaraannya, anak-anak migran Haiti di Karibia, etnis 
Rohingnya di Myanmar, orang-orang dari blok Soviet terdahulu, 
sebagian orang Palestina dan kelompok-kelompok tertentu di 
Thailand. Banyak faktor yang menyebabkan situasi mereka terlantar, 
seperti faktor politik, pengusiran orang dari suatu wilayah, 
diskriminasi, pemberian kewarganegaraan yang hanya didasarkan 
                                                          
42 UNHCR, Nationality Rights for All: A Progress Report and Global Survey on Statelessness, 
diakses dari www.UNHCR.org (pada tanggal 01 Maret 2015). 
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pada keturunan, dan hukum yang mengatur perkawinan dan 
pencatatan kelahiran.43 
 Konvensi yang Berhubungan dengan Status Orang-orang 
tanpa Kewarganegaraan (Convention Relating to The Stateless 
persons) dan Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa 
Kewarganegaraan (Convention on The Reduction of 
Statelessness)44 adalah instrumen hukum utama dalam 
perlindungan orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia dan 
dalam pencegahan dan pengurangan statelessness.  
 Dalam Pasal 1 Konvensi yang Berhubungan dengan Status 
Orang-orang tanpa Kewarganegaraan menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan Stateless person adalah: “a Person who is not 
considered as a national by any State under the operation of its law”  
dan rumusan ini diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.45  
 Konvensi ini menyatakan bahwa orang-orang tanpa 
kewarganegaraan dapat mempertahankan hak dan kebebasan 
mendasarkan tanpa diskriminasi.46 Hak-hak tersebut antara lain 
harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak47, hak-hak seni48, hak 
                                                          
43 Ibid. 
44 Diadopsi pada 30 Agustus 1961 oleh Konferensi Duta Besar Berkuasa Penuh yang 
bersidang pada 1959 dan kembali bersidang pada 1961, berdasarkan Resolusi Majelis Umum 
896(IX), 4 Desember 1954.  
45 UNHCR, melindungi hak-hak Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1954 
tentang Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan, UNHCR.2010, hal 4. 
46 Pasal 3 Convention relating to the Status of Stateless Personss. 
47 Pasal 13, Ibid. 
48 Pasal 14, Ibid. 
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untuk berserikat49, akses ke pengadilan50, Pendidikan dasar yang 
sama dengan yang diberikan kepada warga negaranya.51 Serta hak-
hak lain yang jaminkan di konvensi ini namun tidak diatur dalam 
konvensi manapun seperti hak akan bantuan administrasi kepada  
Stateless persons52, hak akan identitas diri53 dan dokumen 
perjalanan.54 
 Sedangkan dalam Pasal 1 sampai Pasal 4 Konvensi tentang 
Pengurangan keadaan Tanpa Kewarganegaran 1961 mengatur 
ketentuan tentang perlindungan dari keadaan tanpa 
kewarganegaraan terhadap anak dan pemberian status 
kewarganegaraan terhadap anak. Pasal 5  sampai Pasal 7 mengatur 
ketentuan tentang perlindungan kepemilikan status 
kewarganegaraan dan jaminan perolehan kewarganegaraan lain 
sebelum pengambilan kewarganegaraan seseorang. Pasal 8 
mengatur larangan pencabutan kewarganegaraan yang 
menyebabkan keadaan tanpa kewarganegaraan. Pasal 9 mengatur 
larangan pencabutan kewarganegaraan karena alasan diskriminatif 
seperti ras, etnis, agama atau politik.  
 
 
                                                          
49 Pasal 15, Ibid.  
50 Pasal 16, Ibid. 
51 Pasal 22, Ibid 
52 Pasal 25, Ibid. 
53 Pasal 27, Ibid. 
54 Pasal 28, Ibid 
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C. Hak Asasi Manusia 
 Menurut UU no. 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak 
yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindunga harkat dan 
martabat manusia.55  
 Menurut Teaching Human Right, Hak Asasi Manusia (HAM) 
adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya 
manusia mustahil hidup sebagai manusia. Sedangkan menurut John 
Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan 
yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena 
sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia 
yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.56   
 Dari beberapa pengertian tersebut, dapat penulis simpulkan 
bahwa HAM merupakan hak-hak yang bersifat kodrati sebagai 
pemberian tuhan sehingga hak-hak tersebut sudah seharusnya 
dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun. Perhormatan dan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat diwujudkan dengan 
menjaga eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan 
                                                          
55 Lihat pasal 1 Ketentuan Umum   
56 Komaruddin, Hidayat et.al. Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi Hak Asasi 
Manusia dan Masyarakat Madani,Jakarta:Kencana Media Group,2010.hal 110. 
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antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan indivu dan 
kepentingan lainnya.   
 Sejak pengadopsian DUHAM oleh Majelis Umum PBB pada 
10 Desember 1948, telah terjadi perkembangan dan pengadopsian 
norma dan standar hukum internasional tentang HAM. Deklarasi 
tersebut terdiri dari 30 pasal yang menyerukan agar seluruh pihak 
menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan 
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan yang telah ditetapkan di dalam deklarasi.57  
 Dalam Pasal 1 dan 2 Deklarasi ini gaskan bahwa semua 
orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan 
berhak atas hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Deklarasi tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras, warna kulit, 
jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal-
usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan 
yang lain.58 
 Pada Pasal 3 sampai Pasal 21 deklarasi ini mengatur 
ketentuan tentang hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak setiap 
individu. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, Kebebasan 
dan keamanan pribadi, bebas dari perbudakan, bebas dari 
penyiksaan, hak untuk memperoleh pengakuan hukum, hak untuk 
                                                          
57 Boer Mauna, Op.cit. hal. 679. 
58 Pasal 1 dan 2 DUHAM. 
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pengampunan hukum, bebas dari perbuatan sewenang-wenang, 
hak untuk peradilan yang adil, hak untuk praduga tak bersalah, 
bebas dari serangan kehormatan dan nama baik, hak atas 
perlindungan hukum, kebebasan bergerak dan  memperoleh suaka, 
kebebasan berfikir,beragama dan berpendapat serta hak untuk 
berserikat.  
 Sedangkan pada Pasal 22 sampai Pasal 27 berisi ketentuan 
mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang menjadi 
hak semua orang. Hak-hak tersebut antara lain hak atas jaminan 
sosial, hak untuk bekerja, hak untuk membentuk dan bergabung 
pada serikat-serikat buruh, hak atas istirahat dan waktu senggang, 
hak atas standar hidup yang pantas dibidang kesehatan dan 
kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak atas berpartisipasi dalam 
kebudayaan masyarakat.  
 
1. Sejarah HAM  
 Peter van Dijk memberikan penjelasan bahwa hak asasi 
manusia sebagai bagian dari hukum internasional, paling tidak 
dimulai dari pengakuan hukum humaniter, yang bertujuan untuk 
memberikan jaminan penghormatan terhadap manusia serta 
membatasi kerugian dan penderitaan manusia akibat peperangan.59 
                                                          
59 Adnan Buyung Nasution et. al., Instrumen Internasional pokok Hak Asasi Manusia, 
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja 
Ake Arif, 2006, hal. 4 
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Dari jaminan-jaminan hak asasi dan kebebasan-kebebasan 
fundamental yang dimuat dalam hukum humaniter tersebut, muncul 
hukum tertulis yang secara khusus memberikan perhatian kepada 
hak dan kepentingan pribadi dan kelompok, dengan tujuan utama 
mempromosikan, menghormati, melindungi, serta memfasilitasi dan 
menyediakan pemenuhan hak asasi manusia.60 
 Pada dasarnya prinsip-prinsip hak asasi manusia sudah ada 
dan hidup sejak lama. Prinsip-prinsip kesederajatan manusia, dan 
penghargaan terhadap hak milik misalnya, jauh sebelumnya sudah 
ada terlebih dahulu diatur didalam Al-quran, Kitab Perjanjian Lama 
dan kitab-kitab lainnya.  
 Tonggak penegakan dan perkembangan HAM didunia juga 
dimulai dari lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215 , yang 
membatasi kekuasaan raja yang pada awalnya bersifat absolut, Bill 
of Rights di Inggris pada tahun 1689, yang melahirkan asas 
persamaan, Deklarasi Kemerdekaan (Declaration of Independence) 
di Amerika pada tahun 1776, yang menyatakan bahwa manusia 
merdeka sejak ia berada didalam kandungan.  
 Setelah ditetapkannya DUHAM pada tanggal 10 Desember 
1948 yang menjadi standar dalam perkembangan HAM, lahirlah 
beberapa instrumen hukum internasional yang digunakan untuk 
mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan yang diatur di dalam DUHAM. 
                                                          
60 Ibid.  
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Diantara adalah kovenan internasional tentang Hak-hak Ekonomi 
Sosial dan Budaya, yang mengakui bahwa setiap manusia memiliki 
hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mencakup hak atas 
pekerjaan, hak untuk membentuk serikat pekerja, hak atas pensiun, 
hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya 
termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang layak serta hak 
atas pendidikan. Kovenan Internasinal hak-hak sipil dan politik, yang 
menjamin hak hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, hak 
atas kesamaan di muka hukum, hak beragama, hak berpendapat, 
hak berserikat dan hak-hak lainnya yang diatur didalam kovenan ini.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
 Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan 
berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang telah disusun, 
maka dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian 
sebagai berikut : 
1. Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 
2. Perpustakaan Universitas Hasanuddin 
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Sumber  data  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  
memberikan informasi  mengenai  data. Data yang akan 
dikumpulkan oleh penulis bersumber dari penelitian kepustakaan 
dan penelitian di beberapa instansi terkait. Berdasarkan  sumbernya,  
data  dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer  berupa hasil wawancara dari orang-orang yang 
berkompeten di bidang yang diteliti oleh penulis dan data sekunder 
yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, dokumen, buku, 
artikel, jurnal dan literature lain, serta berbagai data dan informasi 
dari media elektronik, media cetak, maupun internet. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk 
meneliti adalah penelitian kepustakaan atau Library research 
(dengan cara mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku, hasil 
seminar, jurnal, laporan dan bahan-bahan dari internet serta bahan 
kepustakaan lainnya). 
 
D. Analisis Data 
 Dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh selama 
penelitian baik itu data primer, maupun data sekunder akan dianalisis 
oleh penulis secara normatif, yaitu dengan membandingkan antara 
das sollen (hukum yang di cita-citakan) dan das sein (kenyataan 
yang terjadi). 
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BAB VI 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Perlindungan Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki 
Kewarganegaraan Dalam Hukum Internasional   
Individu selain diakui sebagai subjek hukum internasional 
juga subjek dari hukum nasional, sehingga memiliki hak, kewajiban 
dan tanggung jawab formal yang jelas terhadap negaranya. 
Keberadaan kelompok masyarakat merupakan bagian dari hak asasi 
individu per individu untuk berserikat. Begitupun Individu yang 
berasal dari  kelompok etnis tertentu juga memiliki hak untuk 
mempertahankan identitas etnisnya yang seharusnya dilindungi oleh 
negara tempatnya berada. Namun dalam prakteknya kelompok etnis 
merupakan salah satu kelompok yang sering mendapatkan 
perlakuan diskriminatif dikarenakan memiliki perbedaan mencolok 
dengan masyarakat mayoritas pada umumnya, sehingga sering juga 
disebut sebagai kelompok masyarakat minoritas.  
Kelompok orang-orang yang memiliki sejarah, budaya, atau 
intitusi politik yang berbeda dengan kelompok mayoritas dapat 
digolongkan kedalam kelompok minoritas61. Etnis merupakan 
pengelompokan orang yang didasarkan pada asal-usul warisan 
budaya tertentu. Dengan adanya aspek budaya ini pengklasifikasian 
                                                          
61 Mansyur Effendi et. al., HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2007. Hal 69-70. 
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seseorang atau kelompok setempat dalam keanggotaan suatu 
kelompok etnis bergantung pada kemampuan seseorang atau 
kelompok setempat ini untuk memperlihatkan sifat budaya kelompok 
etnis tersebut62.  
Perlindungan nasional didapatkan dengan adanya hubungan 
hukum antara negara dengan warga negaranya melalui pemberian 
status kewarganegaraan oleh negara kepada individu maupun 
kelompok. Perlindungan nasional ini diwujudkan oleh negara melalui 
lembaga-lembaga negara sehingga warga negaranya bisa 
menikmati berbagai hak, serta sarana dan prasarana penunjang hak 
yang dijaminkan didalam hukum nasional suatu negara, seperti hak 
sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, fasilitas kesehatan, hingga 
perlindungan hukum. Ketiadaan status sebagai warga negara 
membuat individu maupun kelompok tanpa kewarganegaraan dalam  
kondisi yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Perbedaan 
etnis sering menjadi penyebab terlanggarnya hak-hak asasi suatu 
kelompok minoritas seperti yang terjadi pada etnis Kurdi di Suriah.  
Etnis Kurdi merupakan salah satu kelompok minoritas yang 
dihilangkan kewarganegaraan di Suriah dikarenakan alasan etnis 
yang tentunya tidak dapat dibenarkan berdasarkan instrumen hukum 
internasional. Dalam Pasal 27 International Covenant on Civil and 
Political Rights, Perlindungan terhadap kelompok etnis minoritas 
                                                          
62 Barth, Op.Cit., hal 12-13.  
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yang ada didalam suatu negara tidak hanya ditujukan kepada 
kelompok etnis yang sudah diakui dan mendapatkan 
kewarganegaraan, kelompok etnis yang tidak memiliki 
kewarganegaraan namun berada dalam suatu negara pun berhak 
untuk menikmati hak-hak yang dilindungi didalam ketentuan 
tersebut.    
Populasi Kurdi di Suriah terkonsentari di provinsi Hasakeh (di 
perbatasan Suriah-Turki), provinsi Aleppo di wilayah Ain Arab 
(termasuk Kobani yang saat ini sedang mereka pertahankan dari 
serangan ISIS) dan Afrin, dan di provinsi Raqqah63. Rezim Suriah 
telah menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap Kurdi. Jumlah 
masyarakat Kurdi di Hasakah sangat besar namun pada tahun 1962, 
sekitar 120.000-150.000 masyarakat Kurdi dihapus dari 
kewarganegaraan Suriah. Mereka juga dilarang berbicara dengan 
bahasa Kurdi di sekolah dan lembaga-lembaga publik64. 
Kurdi adalah kelompok etnis minoritas non-Arab terbesar di 
Suriah, yang terdiri dari sekitar 7 sampai 10 persen dari total populasi 
penduduk Suriah. Menurut data yang telah penulis dapatkan dari 
hasil penelitian di Direktorat Hukum Dirjen HPI Kementrian Luar 
                                                          
63 Sejarah Kurdi Sejak Era Khalifah Rasyidah sampai Revolusi Suriah, Diakses dari 
http://www.kiblat.net/2014/10/30/ini-sejarah-kurdi-sejak-era-khalifah-rasyidah-sampai-revolusi-
suriah/ (pada tanggal 05 Mei 2015).  
64 Ibid. 
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Negri Republik Indonesia65 pada tahun 1962 Suriah melakukan 
sensus di wilayah Hasakah di bagian Timur Laut Suriah.  
 
1. Sensus 1962  
Pada tanggal 23 Agustus 1962, pemerintah Suriah 
mengeluarkan Keputusan Legislatif Nomor 93, untuk melakukan  
sebuah sensus luar biasa yang akan dilaksanakan di Provinsi 
Hasakeh di wilayah Timur Laut Suriah hanya dalam satu hari66. 
Keputusan untuk melakukan sensus berasal dari keprihatinan 
otoritas Suriah tentang jumlah Kurdi yang telah memasuki Suriah 
dari Turki sejak akhir Perang Dunia Kedua. Banyak Kurdi yang 
bermigrasi dari Turki dan Irak sejak tahun 1920 untuk menghindari 
penganiayaan oleh pihak berwenang didua negara dan telah 
menetap di Suriah. Kurdi juga diyakini telah bermigrasi ke Suriah 
karena alasan ekonomi dan lain-lain yang diyakini oleh otoritas 
Suriah telah memperoleh dokumen identitas Suriah secara ilegal.  
Sensus itu dimaksudkan untuk membedakan antara mereka 
yang memiliki hak untuk kewarganegaraan Suriah, mereka yang 
tidak dan mereka yang telah memperoleh kewargenegaraan secara 
ilegal. Penduduk provinsi Hasakeh tidak menerima peringatan 
sebelumnya bahwa sensus akan dilakukan, mereka juga tidak diberi 
                                                          
65 Data ini berupa beberapa buku dan literatur terkait etnis Kurdi.   
66 Kerim Yildiz, The Kurds in Syria The Forgotten People, London: Pluto Press (KURDISH 
HUMAN RIGHTS PROJECT), hal. 34.   
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indikasi konsekuensinya. Perwakilan pemerintah pergi dari pintu ke 
pintu melalui kota-kota dan desa-desa Kurdi, menuntut bahwa 
penduduk harus dapat membuktikan keberadaan mereka di Suriah 
sebelum tahun 1945 dengan menyediakan salah satu atau semua 
dari tiga dokumen yaitu: kartu identitas Suriah; sebuah Kartu 
Keluarga; dan dokumen perbuatan tanah yang menunjukkan 
kepemilikan dan residensi sebelum tahun 1945.67 Diperkirakan 
120.000 hingga 150.000 masyarakat Kurdi Suriah kehilangan status 
kewarganegaraan mereka pada sensus tersebut68.  
Sensus di wilayah Hasakeh memiliki dampak berkelanjutan 
dan terus melebar pada kehidupan penduduk Kurdi yang lahir di 
kota-kota dan desa-desa dibagian timur laut Suriah, karena 
peningkatan populasi alami. Jumlah stateless Kurdi Suriah telah 
berkembang sejak tahun 1962 karena status yang diwariskan oleh 
orang tua terhadap anak-anaknya. Ketika seorang ayah yang lahir di 
Suriah, namun kemudian kehilangan kewarganegaraannya ketika 
sensus 1962 tersebut, maka anaknya pun meskipun lahir disuriah 
semuanya akan dianggap sebagai orang asing (ajanib, dalam 
bahasa Arab) atau tidak diberikan kewarganegaraan Suriah. 
menurut data dari laporan Human Rights Watch bahwa sekitar 20 
                                                          
67 Ibid, hal. 91-95.   
 68 Human Rights Watch, SyriaThe Silenced Kurds, Human Rights Watch Report 
Vol.8 No. 4(E), Diakses dari http://www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm (Pada tanggal 
10 Juni 2015) 
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persen dari penduduk Kurdi atau sekitar 12.000 orang diantaranya 
bukan warga negara Suriah meskipun mereka lahir di negara 
tersebut.  
Kurdi kelahiran Suriah dengan kartu identitas sebagai “orang 
asing” (Untuk selanjutnya penulis akan menulis orang asing dengan 
istilah ajanib) tentu menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam 
kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak diizinkan untuk memiliki 
tanah, perumahan atau bisnis. Mereka tidak dapat bekerja di instansi 
pemerintah dan badan usaha milik negara. Mereka tidak memenuhi 
syarat untuk subsidi makanan atau masuk ke rumah sakit umum69. 
Mereka tidak dapat menikah secara hukum sebagai warga negara 
Suriah, dan jika dilakukan maka pernikahan tersebut tidak diakui 
secara hukum di Suriah. Mereka tidak diberikan paspor atau 
dokumen perjalanan lainnya, sehingga sulit untuk melakukan 
perjalanan internasional70. 
 Anak dari Stateless Kurdi di Suriah berada dalam posisi yang 
lebih lemah daripada yang dikategorikan sebagai ajanib karena 
mereka tidak diberikan kartu identitas dan tidak tercantum dalam 
register penduduk resmi. Kata Arab yang digunakan di Suriah untuk 
mengelompokkan Kurdi ini adalah maktoumeen71. Anak Kurdi 
                                                          
69 Ibid. 
70 Voa Indonesia, Op.Cit. 
71 Maktoumeen adalah sebutan bagi penduduk dari Etnis Kurdi yang dianggap orang asing 
/ tidak diakui status kewarganegaraannya / dicabut kewarganegaraannya. Maktoumeen berarti 
"tidak terdaftar" atau "tidak muncul dalam catatan" 
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menjadi maktoumeen ketika salah satu dari tiga kondisi berikut 
berlaku:  
1. Jika mereka adalah anak-anak yang lahir di Suriah dari 
ayah Kurdi ajanib yang menikahi wanita yang 
berkewarganegaraan Suriah;  
2. Jika salah satu dari orang tua mereka adalah ajanib dan 
yang lainnya maktoum (tunggal maktoumeen); atau  
3. jika kedua orang tuanya maktoumeen.  
Seperti Kurdi ajanib di Suriah, anak-anak yang lahir dari 
perkawinan ini tidak diberikan paspor atau dokumen lainnya yang 
dapat digunakan untuk bepergian ke luar negeri dan kembali masuk 
Suriah. Kebijakan negara terhadap anak Kurdi Suriah kelahiran yang 
maktoumeen bertentangan dengan jaminan yang diberikan oleh 
pemerintah Suriah kepada Komite PBB tentang Hak Anak. Hal 
tersebut jelas mencegah Kurdi untuk menggunakan hak kebebasan 
bergerak yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak 
Sipil dan Politik (ICCPR), yang Suriah telah meratifikasi. Kebebasan 
bergerak termasuk hak untuk meninggalkan negara manapun, 
termasuk negaranya sendiri, dan hak untuk memasuki satu negara 
sendiri maupun kembali ke negara asalnya72. Tanpa paspor atau 
                                                          
72 Lihat pasal 12 International Covenant of Civil and Political Rights.  
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dokumen perjalanan lainnya, Kurdi ajanib maupun maktoumeen 
sama - sama tidak dapat menggunakan hak tersebut. 
Selain itu Suriah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 
bulan Juni 1993, namun melanggar beberapa ketentuan konvensi 
tersebut antara lain Penolakan kewarganegaraan Suriah untuk anak-
anak Kurdi yang lahir di Suriah adalah bentuk diskriminasi rasial 
berdasarkan etnis dan telah melanggar ketentuan konvensi untuk 
menyediakan jaminan hak setiap anak untuk didaftarkan dan hak 
untuk memperoleh kewarganegaraan73. Anak Kurdi yang lahir di 
Suriah beberapa dari mereka diklasifikasikan sebagai ajanib dan 
yang lainnya sebagai maktoumeen hanya karena status mereka 
sebagai anggota etnis minoritas Kurdi. Hal tersebut tentu saja 
bertentangan dengan Pasal 8 Konvensi mengenai Hak-hak 
Anak,yang menegaskan bahwa : 
 1. Negara-negara Pihak harus berusaha menghormati hak 
anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk 
kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui 
oleh hukum tanpa melanggar hukum.  
2. Apabila seorang anak tidak sah dicabut beberapa atau 
semua unsur identitasnya, Negara-negara Pihak harus memberikan 
bantuan dan perlindungan yang tepat, dengan maksud untuk cepat 
membentuk kembali identitasnya.  
Selain itu, Hukum HAM internasional memberikan etnis, 
agama dan bahasa minoritas di setiap negara berhak atas 
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, dan hak untuk 
                                                          
73 Lihat pasal 7 Konvensi Internasional mengenai hak-hak anak.  
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menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan 
menjalankan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan 
bahasa mereka sendiri. Pihak berwenang Suriah melanggar standar-
standar internasional melalui penggunaan hukum yang diskriminatif, 
keputusan dan arahan yang diterapkan hanya pada minoritas Kurdi.  
Penindasan identitas etnis Kurdi oleh otoritas Suriah 
dilakukan dengan berbagai bentuk pembatasan. Pembatasan ini 
termasuk berbagai larangan penggunaan bahasa Kurdi, Penolakan 
untuk mendaftarkan anak-anak dengan nama Kurdi, penggantian 
nama tempat Kurdi dengan nama baru dalam bahasa Arab, larangan 
bisnis yang tidak memiliki nama Arab, tidak mengizinkan sekolah 
swasta Kurdi, dan larangan buku dan bahan lain yang ditulis dalam 
bahasa Kurdi74.  
B. Status Kewarganegaraan Kurdi  
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap 
orang untuk kewarganegaraan, dan menegaskan bahwa tidak ada 
yang akan sewenang-wenang dirampas kebangsaannya. Hal ini 
mengikat semua negara sebagai masalah hukum kebiasaan 
internasional. Penolakan kewarganegaraan Suriah terhadap pria, 
wanita dan anak-anak Kurdi adalah contoh kasus diskriminasi 
berdasarkan etnis dan gender serta pelanggaran mencolok dari 
                                                          
74 Human Rights Watch Report, Op.Cit.  
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standar hak asasi manusia internasional. Stateless Kurdi tidak 
memiliki dasar untuk mengklaim kewarganegaraan mana pun selain 
Suriah, namun pemerintah membantah hak atas kewarganegaraan 
mereka. 
Negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang menjadi 
warga negaranya, tetapi penentuan syarat tersebut harus sesuai 
dengan konvensi internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-
prinsip hukum mengenai masalah kewarganegaraan yang telah 
diakui. Pada Pasal 5 International Convention on Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination mewajibkan negara untuk menjamin 
hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa 
dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum 
Sehingga tidak boleh ada diskriminasi yang didasarkan atas ras, 
warna kulit, kebangsaan atau etnis bagi setiap orang dalam 
menikmati hak-hak dasar, salah satunya adalah hak atas 
kewarganegaraan. Walaupun dalam ketentuan yang terdapat dalam 
instrumen tersebut merupakan perlindungan hak 
berkewarganegaraan terhadap individu namun etnis sebagai suatu 
kelompok tetap mendapatkan perlindungan terhadap hak atas 
berkewarganegaraan ini dikarenakan kelompok etnis merupakan 
kumpulan individu-individu yang mengelompokan diri atas dasar 
warisan budaya yang sama.   
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1. International Convention to The Relating of Stateless Persons 
Individu berkedudukan sebagai subyek hukum internasional 
termasuk stateless person memiliki derajat yang sama antara satu 
sama lainnya di hadapan hukum tanpa memandang asal-usulnya. 
Mereka memiliki hak asasi karena kodratnya sebagai makhluk 
ciptaan tuhan. Sehingga, sekalipun stateless person atau orang 
yang tidak memiliki kewarganegaraan akan tetapi mereka memiliki 
hak asasi yang tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk negara.  
PBB sebagai organisasi yang salah satu tujuan utamanya 
adalah pemajuan HAM, telah membuat beberapa pengaturan pokok 
internasional mengenai HAM khususnya bagi stateless persons 
antara lain Konvensi 1954 tentang status stateless persons yang 
merupakan bukti dari upaya masyarakat internasional dalam 
memperjuangkan hak-hak stateless persons sebagai manusia di 
seluruh dunia yang kadang terabaikan. Hak-hak yang melekat pada 
diri stateless persons adalah hak-hak yang umumnya berlaku untuk 
semua orang antara lain: hak untuk tidak diperlakukan secara 
diskriminatif sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Konvensi 
1954 ini bahwa stateless persons tidak boleh diperlakukan secara 
diskriminatif baik karena alasan ras, agama maupun asal-usul 
negara, dasar dari ketentuan perlakuan non-diskriminatif ini dapat 
dilihat pada Pasal 7 DUHAM, Pasal 26 International Covenant of Civil 
and Political Rights, Konvensi 1965 tentang Penghapusan Segala 
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Bentuk Diskriminasi Rasial, Deklarasi 1992 tentang Hak-hak 
Penduduk yang Termasuk Kelompok Minoritas Berdasarkan 
Kewarganegaraan, Etnis, Agama dan Bahasa.   
Hak untuk kelangsungan tempat tinggal sebagaimana yang di 
atur pada Pasal 10 Konvensi ini mengenai hak untuk bertempat 
tinggal bagi stateless persons di suatu wilayah negara.  Hak untuk 
memiliki benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang diatur 
didalam Pasal 13 Konvensi ini dan juga diatur di dalam Pasal 17 
DUHAM bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda dan tak 
seorangpun dapat merampasnya dengan semena-mena. Serta hak-
hak asasi lainnya yang umumnya berlaku pada diri setiap orang dan 
dilindungi oleh Instrumen Hukum Internasional. Di samping terdapat 
hak-hak yang dilindungi tersebut Stateless persons juga memiliki 
kewajiban untuk memelihara ketertiban umum dan mematuhi 
peraturan di negara tempatnya berada75.  
 
 
 
 
 
                                                          
75Lihat Pasal 2 International Convention to The Relating of Stateless Persons 
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2. International Convention on the Reduction of Statelessness 
Dalam Pasal 1 sampai Pasal 4 konvensi ini mengatur 
mengenai perlindungan keadaan stateless pada anak dimana 
negara hendaknya memberikan status kewarganegaraan kepada 
seseorang yang dilahirkan diwilayah negaranya, yang jika 
sebaliknya akan menjadi stateless.76 Selain itu pada Pasal 8 dan 9 
konvensi ini juga melarang pencabutan kewarganegaraan 
seseorang atau kelompok atas alasan-alasan ras, etnis, agama atau 
politik serta apabila hal tersebut menyebabkan orang tersebut 
menjadi stateless. 
Didalam konvensi ini dinyatakan hal-hal yang dapat membuat 
seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya yaitu : 
1. Kewarganegaraan diperoleh dengan penipuan atau 
keterangan palsu,77 
2. Orang tersebut melawan tugas kesetiaannya kepada 
negara baik dengan melanggar suatu larangan tegas yang 
melarang pemberian layanan atatu bekerja kepada negara 
lain, atau dengan cara yang serius merugikan kepentingan 
vital negaranya,78 
                                                          
76 Lihat Pasal 1 International Convention on the Reduction of Statelessness. 
77 Lihat pasal 8 ayat 2 butir (b), Ibid. 
78 Lihat Pasal 8 ayat 3 butir (a), Ibid.  
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3. Orang tersebut telah diambil sumpah, atau membuat 
pernyataan resmi, kesetiaan kepada negara lain, atau 
memberikan bukti yang pasti dari tekadnya untuk menolak 
kesetiaan kepada negaranya,79 
4. Seseorang naturalisasi yang tinggal di luar negeri dalam 
jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun berturut-turut. 
Ketentuan ini di tentukan oleh hukum negara, jika ia gagal 
menyatakan kepada otoritas yang tepat niatnya untuk 
mempertahankan kewarganegaraannya,80 
Selain dari alasan diatas, maka seharusnya hak seseorang 
atas kewarganegaraan tidak dapat dihilangkan. Alasan Suriah yang 
mencabut kewarganegaraan etnis Kurdi pada Sensus tahun 1962 
dan hingga saat ini belum memberikan kembali status 
kewarganegaraan terhadap Kurdi serta menolak pemberian status 
kewarganegaraan Suriah terhadap anak-anak Kurdi yang lahir di 
Suriah merupakan suatu tindakan yang sangat diskriminatif dan 
bertentangan dengan Instrumen Hukum Internasional. 
 
  
 
                                                          
79 Lihat Pasal 8 ayat 3 butir (b),Ibid. 
80 Lihat Pasal 7 ayat 4, Ibid. 
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BAB V 
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perlindungan terhadap Etnis dalam hukum Internasional 
dilakukan oleh PBB melalui berbagai deklarasi dan konvensi 
internasional yang menyerukan mengenai HAM guna melindungi 
kelompok-kelompok etnis diberbagai belahan dunia dari 
Diskriminasi maupun kekerasan.  
2. Pihak berwenang Suriah melanggar standar-standar 
internasional melalui penggunaan hukum yang diskriminatif, 
keputusan dan arahan berupa Sensus 1962 yang diterapkan 
hanya pada minoritas Kurdi. PBB telah membuat beberapa 
pengaturan pokok internasional mengenai HAM khususnya bagi 
stateless persons antara lain Konvensi 1954 tentang status 
stateless persons. Selain Konvensi 1954, Konvensi lain yang 
mengatur mengenai stateless persons adalah Konvensi 1962 
tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan.  
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B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan terhadap permasalahan yang ada, 
maka penulis mengajukan saran sebagai berikut : 
1. Suriah harus mengambil langkah segera untuk memperbaiki 
status kewarganegaraan serta menjamin terpenuhinya hak-
hak dasar dari semua Kurdi yang menetap di Suriah.  
2. PBB dan UNHCR sebagai organisasi yang mengurus 
masalah stateless harus berperan aktif untuk mendorong 
negara-negara baik yang belum ataupun telah 
menandatangani konvenan terkait stateless agar lebih 
menghormati kedudukan stateless persons sebagai seorang 
manusia yang padanya tetap melekat HAM Serta mengawasi 
pelaksanaan dari ketentuan tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
Daftar Pustaka 
Buku : 
 
1. Armando,Nina M. Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 2005. 
 
2. Awaluddin, Hamid. HAM Politik, Hukum, dan Kemunafikan 
Internasional. Jakarta: Kompas. 2012. 
 
3. Barth, Fredrik. Kelompok-kelompok Etnis dan Batasannya, 
diterjemahkan oleh Nining I. Soesilo. Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia. 1988. 
 
4. Effendi, Mansyur et. al., HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, 
Sosial, Politik, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007. Hal 69-70. 
 
5. Gautama, Sudargo. Warga Negara dan Orang Asing Berikutu 
Peraturan dan Contoh-contohnya. Bandung: Penerbit Alumni. 1992. 
 
6. Hamid, Sulaiman. Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional. 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002. 
 
7. Kasim, Ifdhal. Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan (Buku I). 
Jakarta: ELSAM. 2001. 
 
8. Muhtaj, Majda El. Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi , 
Sosial dan Budaya. Jakarta: Rajawali Pers. 2008. 
 
9. Mauna, Boer. Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi 
dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT Alumni. 2011. 
 
10. Nasution, Adnan Buyung et. al. Instrumen Internasional pokok Hak 
Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif. 
2006. 
 
11. Partiana, I Wayan. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: 
Mandar Maju. 2003.  
 
12. Romsan,Achmad. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, 
Bandung: Sanic Offset, 2013. 
 
13. Soetoprawiro, Koerniatmanto. Hukum Kewarganegaraan dan 
Keimigrasian Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994. 
58 
 
 
14. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian hukum (cetakan 3). 
Jakarta: UI-Pres. 2006.  
 
15. Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional edisi kesembilan (2). 
Jakarta:Aksara Persada Indonesia. 1989  
 
16. UNHCR. melindungi hak-hak Orang-orang Tanpa 
Kewarganegaraan: Konvensi 1954 tentang Status Orang-orang 
Tanpa Kewarganegaraan. UNHCR.2010. 
 
17. Yildiz,Kerim. The Kurds in Syria The Forgotten People, London: 
Pluto Press (KURDISH HUMAN RIGHTS PROJECT) 
 
Konvensi : 
 
1. Convention on the Prevention and Punishment of the crime of 
Genocide. Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260A (III) 
09 Desember 1948. 
 
2. Convention relating to the Stateless personss. Diadopsi pada 28 
September 1954 oleh Koferensi Duta Besar Berkuasa Penuh, 
diselenggarakan berdasarkan Resolusi Dewan Sosial dan Ekonomi 
526A (XVII), 26 April 1954.  
 
3. Convention on the Reduction of Statelessness. Diadopsi pada 30 
Agustus 1961 oleh Konferensi Duta Besar Berkuasa Penuh yang 
bersidang pada 1959 dan kembali bersidang pada 1961, 
berdasarkan Resolusi Majelis Umum 896(IX), 4 Desember 1954.  
 
4. Declaration on the Rights of Personss Belonging to National or 
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Ditetapkan melalui 
Resolusi Majelis Umum 47/135 18 Desember 1992.   
 
5. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination. Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum  PBB 
2106 A (XX) 21 Desember 1965. 
 
6. International Convenant on Civil and Political Rights . Ditetapkan 
melalui Resolusi Majelis Umum PBB 220A (XXI) pada tanggal 16 
Desember 1966. 
 
 
 
 
59 
 
Sumber Lain :  
 
1. Mandey, Adrianus. Kurdi Bangsa Tanpa Negara, 
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/550354-kurdi--bangsa-
tanpa-negara diakses 12 februari 2015. 
2. ________, Perjuangan etnis Kurdi untuk meraih Self Determination 
di daerah 
Kurdinistan.http://www.academia.edu/4523028/Program_Studi_Hub
ungan_Internasional_Fakultas_Ilmu_Sosial_dan_Ilmu_Politik_Univ
ersitas_Brawijaya diakses 12 Februari 2015. 
 
3. ________,PBB desak Suriah perbaiki hak-hak etnis kurdi. 
http://www.voaindonesia.com/content/pbb-desak-suriah-perbaiki-
hak-hak-etnis-kurdi-102486289/83559.html  diakses 12 februari 
2015. 
4. UNHCR.  Orang Tanpa Kewarganegaraan di Seluruh Dunia: 
Pertanyaan & Jawaban. UNHCR. 2007. 
 
5. ________, Hak Kelompok Minoritas (Lembar fakta No. 18 revisi 1). 
http://www.elsam.or.id/pdf/LEMBAR%20FAKTA%2018%20HAK%2
0KELOMPOK%20MINORITAS.pdf diakses 17 Februari 2015. 
 
6. ________. The History of Apartheid in Soulth Africa. http://www-cs-
students.stanford.edu/~cale/cs201/apartheid.hist.html diakses 18 
Februari 2015. 
7. Fearon,James D. Ethnic Structure and Culture Diversity around the 
World: A Cross-National Data Set on Ethnic Groups. 
http//www.stanford.edu/group/ethnic/workingpapers/egroups.pdf. 
diakses 18 Februari 2015. 
 
8. ________.Turki Mulai Hargai Keberadaan Etnis Kurdi. 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/09/30/mtxy
hm-turki-mulai-hargai-keberadaan-etnis-kurdi. Diakses 18 Februari 
2015. 
 
9. ________. Stateless persons.  
www.unhcr.org/pages/49c3646c155.html ,diakses 27 Februari 2015.  
 
10. Noor, SM. Penduduk Tetap dan Wilayah Sebagai Unsur Berdirinya 
Negara,  http://www.negarahukum.com/hukum/penduduk-tetap-
sebagai-unsur-berdirinya-negara.html diakses 27 Februari 2015.  
 
11. Dyan. Sekilas Tentang Konvensi Internasional Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial.  http://hamblogger.org/sekilas-tentang-
60 
 
konvensi-internasional-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-
rasial/ diakses 28 Februari 2015. 
 
12. UNHCR. Nationality Rights for All: A Progress Report and Global 
Survey on Statelessness. diakses dari www.UNHCR.org  diakses 01 
Maret 2015. 
 
13. _________, Sejarah Kurdi Sejak Era Khalifah Rasyidah sampai 
Revolusi Suriah, Diakses dari http://www.kiblat.net/2014/10/30/ini-
sejarah-kurdi-sejak-era-khalifah-rasyidah-sampai-revolusi-suriah/ 
 
14. Human Rights Watch, SyriaThe Silenced Kurds, Human Rights 
Watch Report Vol.8 No. 4(E), Diakses dari 
http://www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm (Pada tanggal 10 Juni 
2015) 
 
